MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
: 35 TAHUN 1989

NOMOR
: KEP/09/VI/1989

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA BAGI APARAT

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat
: a. bahwa Aparat Departemen Dalam Negeri baik dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemerintahan maupun selaku pembina Wilayah, dituntut memiliki kemampuan profesional di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi  serta berjiwa patriotik dan berwawasan kebangsaan ;

b. Bahwa kemampuan tersebut di atas dapat dicapai/dimiliki dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertahanan keamanan negara, agar mampu memahami, mendalami, menghayati dan memiliki pengetahuan  pembinaan teritorial serta pembangunan Wilayah yang diselenggarakan secara terpadu antar instansi yang terkait baik di pusat mauopun di daerah
c. Bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertahanan keamanan negara bagi Aparatur Departemen Dalam Negeri diselenggarakan melalui program pendidikan danlatihan pertahanan keamanan negara, yang dilaksanakan dilingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;

d. Bahwa penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud di ats, perlu diatur dalam suatu Keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya .

Mengingat
: 1.  Undang Undang Nomor   5   Tahun  1974  tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3037) ;  

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3041) ;

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3234),yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3368) .
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3369). 

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  Organisasi Departemen  ;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Sususnan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diadakan perubahan sebagai penyempurnaan dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988  ; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan ; 

8. Keputusan Presiden  Republik Indonesia  Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia  ; 

9. Keputusan  Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/05/M/X/1983 tanggal 5 Oktober 1983 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertahanan Keamanan ;
10. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/13/M/XII/1984 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga Manusia Pertahanan Keamanan Negara dan Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga manusia Angkatan bersenjata Republik Indonesia dalam Pertahanan Keamanan Negara ;

11. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/16/M/XII/1984tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Pertahanan Keamanan Negara ;

12. Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor 22 Tahun 1986 tentang Struktural Organisasi dan tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri .
MEMUTUSKAN

Menetapkan
:  KEPUTUSAN    MENTERI  DALAM  NEGERI   REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA BAGI APARAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal  1

Pendidikan dan latihan ini disebut Pendidikan dan latihan Pertahanan Keamanan Negara bagi Aparatur Departemen Dalam Negeri yang diselenggarakan dilingkungan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Angkatan bersenjata Republik Indonesia .

Pasal  2

Tujuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia adalah sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan latihan Pertahanan Keamanan Negara bagi Aparat Departemen Dalam Negeri .
Pasal  3

Sasaran pendidikan dan latihan adalahuntuk:

(1). Terwujudnya Aparat Departemen Dalam Negeri yang profesional yang dilandasi oleh jiwa kejuangan, berdedikasi, bersemangat, berdisiplin, berwawasan kebangsaan dan bertanggung jawab serta memiliki pengetahuan pembinaan teritorial, sehingga mampu meningkatkan pelaksanaan tugas umum pemerintahan danpembangunan secaraberdaya guna dan berhasil guna .

(2).  Peserta program pendidikan dan latihan Pertahanan Keamanan negara merupakan salah satu sumber untukmenjadi Prajurit Wajib, Prajurit Cadangan Wajib, danprajurit Cadangan sukarela .

(3). Pesertasbg ayat (2) pasal 3, apabila dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi anggota Prajurit Wajib, Prajurit Cadangan Wajib dan Prajurit Cadangan Sukarela .

Pasal  4

(1). Waktu dan jenisPendidikan ditentukan sesuai kebutuhan .

(2). Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan .

(3). Materi Pendidikan diarahkan untuk menunjang pengembangan jiwa kejuanga, pembekalan pengetahuan dan keterampilan Pertahanan Keamanan Negara .
Pasal  5

Biaya penyelenggaraan pendidikan dan latihan pertahanan Keamanan Negara ini ditentukan atas persetujuan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia .

Pasal  6
(1). Wewenang dan tanggung Jawab Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :

a. Menetapkan kebijaksanaan umum sasaran pendidikan dan latihan Pertahanan Keamanan Negara .

b. Bersama-sama Menteri Pertahanan keamanan Republik Indonesia menetapkan pokok-pokok Pendidikan dan Latihan Pertahanan Keamanan Negara .

c. Mengadakan kordinasi dengan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dalam menetapkan kebijaksanaan dan dukungan operasional Pendidikan danlatihan Pertahanan Keamanan Negara .

d. Bersama-sama Menteri pertahanan Keamanan Republik Indonesia menentukan jumlah dan persyaaratan peserta pendidikan danlatihan Pertahanan keamanan Negara .

e. Bersama-sama Menteri Pertahanan Republik Indonesia menyeleksi dan menentukan calonpeserta Pendidkkan dan Latihan Pertahanan keamanan Negara .

f. Memantau hasil pendidikan danlatihan pertahan an keamanan negara secara penerapannya dtugas .

(2). Wewenang dan tanggung jawab Menteri Pertahanan Keamanan :
a. Menetapkan kebijaksanaan umum penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertahanan Keamanan Negara .
b. Bersama-sama Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia menetapkan pokok-pokok pendidikan dan latihan Pertahanan Keamanan negara .

c. Merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan dan latihan pertahanan keamanan negara .

d. Bersama-sama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menentukan jumlah dan persyaratan peserta pendidikan dan latihan pertahanan keamanan negara .
e. Bersama-sama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyeleksi dan menentukan calon peserta pendidikan dan latihan pertahaanan keamanan negara .

f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan mengavaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan pertahanan keamanan negara .

g. Memantau dan mengevaluasi hasil pendidikan dan latihan Pertahanan Keamanan Negara.

Pasal  7

Setiap Aparat Departemen Dalam Negeri yangmemenuhi persyaratan dan terpilih serta diangkat sebagai peserta pendidikan danltihan pertahanan keamanan negara tunduk kepada ketentuan dan Peraturan yang berlaku dilingkungan Lembaga Pendidikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia .
Pasal  8

Setiap peserta selama mengikuti Pendidikan dan latihan Pertahanan Keamanan Negara berhak memperoleh perlakuan sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia .

Pasal  9

 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini, akandiatur lebihlanjut sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing .

Pasal  10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 24 juni 1989

              MENTERI

PERTAHANAN KEAMANAN RI


MENTERI DALAM NEGERI  
         L.B. MOERDANI                                                     RUDINI
